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Abstract

This research is motivated by the demands of the community regarding public services and it is necessary to have
public service innovations, both those carried out by the government and other community components. This
study aims to determine service innovations carried out in Riau Province, especially service innovations in several
sub-districts in Riau Province, namely Sungai Mandau District, Siak Regency, Gunung Toar District, Kuantan
Singingi Regency and Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. Furthermore, to determine the inhibiting
factors in the implementation of public service innovations in Riau Province. The research method used is a
qualitative method with a descriptive approach. The key informants in this study were the sub-districts of Sungai
Mandau, the sub-districts of Gunung Toar and the sub-districts of Rambah Hilir. The results show that service
innovations have been carried out in several sub-districts such as PATEN on The Road, Zero Compliant, Gerimis
Senja (movement to reduce poverty), android information via online about land information in Sungai Mandau
District. The Gunung Toar Program BISA, AJAK (Birth Certificate Delivery), SIPATEN GUWA (Integrated
Service Information System, Gunung Toar District What Apps), the Village Movement Movement. In Rambah
Hiir District, namely: GPP (Public Service Outlets), POSPAY (On-Line Financial Services and Cash Financial
Services).

Keywords: Public Service Innovation, District, Riau Provincial Government.

Pendahuluan

Pada dasarnya pemerintah muncul pada awalnya untuk memenuhi dan melayani
masyarakat, yakni dalam hal melayani kebutuhan akan rasa aman, sejalan dengan teori
terbentuknya negara, dimana negara berfungsi sebagai penjaga malam. Seperti yang kita
ketahui bahwa fungsi dasar pemerintah yaitu sebagai pelayanan, selanjutya Fungsi dasar ini
diklasifikasikan dalam 3 fungsi utama pemerintah yaitu: fungsi pelayanan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan sesui dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Selanjutnya
Ndraha (2003) menjelaskan bahwa institusi berwenang memberikan pelayan publik dan
berkewajiban memberikan pelayanan sipil bagi setiap warga negara melalui lembaga
pemerintah, sehingga setiap masyarakat menerimanya pada saat diperlukan, berdasarkan
ketentuan yang diperintah.

Sejalan dengan pendapat Rasyd dalam Giroth (2004:65) mengenai konsep pemerintahan
bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, dimaknai sebagai proses yang adil yang dilakukan
oleh pemerintahan kepada setiap warga negara berdasarkan hukum, dengan tujuan memberi
pelayanan bagi kemajuan bangsa. Ditegaskan pemerintah mempunyai tugas pokok yang
diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu; pelayanan (service), pemberdayaan
(empowerment), pembangunan (development). Fungsi-fungsi tersebut dilakukan secara
bersamaan oleh pemerintah yang ketiganya ini adalah satu kesatuan. Menurut pendapat Sadu
Wasistiono (2003) yaitu tugas pokok pemerintah yang harus dilaksanakan yang merupakan
bagian terpenting adalah memberikan pelayanan umum/publik kepada masyarakat. Sehingga,
organisasi pemerintah sering disebut sebagai pelayan masyarakat (public servent).
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Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan pengkajian mengenai konsep
pelayanan publik lebih mendalam. Membahas mengenai pelayanan publik tidak akan terlepas
dari konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan publik
dianggap ada setelah adanya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pada
hakekatnya pelayanan publik yaitu suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui
orang dan lembaga pemerintah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan, agar
pemerintah tidak tertinggal dan tinggalkan oleh masyarakatnya, sehingga peningkatan
kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah, baik pelayanan yang bersifat internal
maupun eksternal. Pengembangan konsep pelayanan publik telah banyak dicetuskan seperti
konsep pelayanan prima (sevices excellent), pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu,
pelayanan terpadu dan muncul konsep baru mengenai pelayanan di kecamatan yaitu Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang diatur pada Permendagri No. 4 Tahun 2010
tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Pengaturan khusus yang dikeluarkan pemerintahan tentang pelayanan publik sebagai
upaya melindungi hak-hak warga negara dalam menerima pelayanan publik, yaitu dengan
dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada hakekatnya
menegaskan pemebrian pelayanan publik berdasrkan hak-hak publik dalam mendapatkan
pelayanan publik yang lebih baik, lebih layak, dan lebih adil. Dalam hal meningkatkan kualitas
pelayanan publik, pemerintah juga mengeluarkan Standar Operasional Prosdur (SOP) pada
setiap instansi pemerintah yang tujuannya agar pelayanan publik memiliki ukuran dan patokan
yang jelas, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
kualitas pelayanan publik

Pendapat lain tentang konsep pelayana publik menurut Dwiyanto (2008) merupakan
produksi dari birokrasi publik yang diterima oleh warga negara sebagai pengguna yang dalam
hal ini masyarakat secara luas. Dari pendapat tersebut dapat didefinisikan Pelayanan sebagai
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintaha untuk memenuhi kebutuhan warga
negara sebagai pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini yaitu warga negar yang
membutuhkan pelayanan publik, seperti penerbitan KTP, perijinan dan pelayanan administrasi
lainnya.

Menengenai kesadaran aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
menurut Sadu Wasistiono (2003:41) yaitu dalam kenyataannya, aparatur pemerintah belum
semuanya menyadari arti pentingnya suatu pelayanan. Bahkan muncul ungkapan kalau dapat
dipersulit, mengapa dipermudah? Ungkapan ini seringkali beredar dilingkungan aparatur
pemerintah dalam pemberian pelayanan publik, ini menunjukkan bahwa pada umumnya
mereka belum sadar hakikat posisinya sebagai public servant dan belum memahami filosofi
pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pada prakteknya masih banyak terjadi
permasalahan, sehingga muncul rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam
pelayanan publik, disisi lain keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah
dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Seperti apapun baiknya
pelayanan publik akan tetapi jika masyarakat merasa tidak puas, maka pelayanan publik dapat
dianggap tidak efektif. Pemerintah harus berupaya menciptakan services excellent yang agar
masyarakat merasa puas terhadap pelayanan publik, karena indikator akhir keberhasilan
pelayan publik adalah “kepuasan masyarakat”.
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Dalam upaya memenuhi kepuasan masyarakat tersebut dalam pelayanan maka
diperlukan adanya inovasi pelayanan publik, baik yag dilakukan oleh pemerintah maupun
komponen masyarakat lainnya. Begitu juga pada pemerintah daerah Provinsi Riau melalui
Pemerintah Kecamatan telah mulai melakukan inovasi pelayanan publik. Hal ini dapat terlihat
dari inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh beberapa kecamatan Di Provinsi Riau,
seperti : PATEN Of Road dan Zero Compliant di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak,
SIPATEN MAWAR, SIPATEN GUWA di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan
Singingi, Gerai Pelayanan Publik (GP2) di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu,
dan inovasi-inovasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan di Provinsi Riau.
Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tipe
deskriptif. Metode Penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sesuai
dengan permasalahan penelitian ini yakni ingin menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan
inovasi pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Lokasi Penelitian, penelitian
ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dibatasi dengan lokus pada
Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan
Singingi dan dan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Tempus Penelitian, tempus pada
penelitian ini melihat inovasi pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada
Tahun 2021.

Informan Penelitian, sesuai dengan format suatu penelitian kualitatif, maka penelitian
ini menggunakan informan sebagai sumber informasi penelitian. Informan adalah orang-orang
yang menyajikan fakta melalui kata-kata dan tindakan, dan memberikan data, serta mengetahui
dan mengerti tentang masalah yang terkait erat dengan fokus penelitian. Informan dalam
penelitian ini adalah: Sekretaris daerah Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pelayanan Terpadu
dan Perizinan Pemerintah Provinsi Riau, Camat Sungai Mandau Kabupaten Siak, Camat
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Camat Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi,
Akademisi untuk tanggapan ahli tentang inovasi pelayanan publik.

Teknik Analisa Data, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data
kualitatif, sesuai dengan sifat masalah dan fenomena penelitiannya. Sebelum melakukan
penelitian lapangan peneliti telah melakukan analisa data berkaitan data hasil studi
pendahuluan dan data sekunder. Selanjutnya, pada analisa data selama di lapangan peneliti
menggunakan model Spradley (1980) yaitu: Analisis domain, analisis taksonomi, analisis
komponensial, dan analisis tema kultural. Aktivitas yang akan peneliti lakukan selama di
lapangan, yaitu dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci “key informan” yang
merupakan informan yang beribawa dan dipercaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti
untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan
tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada obyek penelitian
dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil
wawancara
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Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan di Provinsi Riau

Inovasi pelayanan merupakan pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kerjanya. Penelitian ini menganalisis
pelaksanan inovasi pelayanan di Provinsi Riau yang dibatasi ruang lingkupnya pada inovasi
pelayanan public di kecamatan, yakni: Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak,
Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dan Kecamatan Rambah Kabupaten
Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa inovasi pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah Kecamatan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

2. Inovasi pelayanan di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

a. Pelayanan Paten on The Road

PATEN Merupakan singkatan dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang
merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk diterapkan di kecamatan dalam mempermudah
dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, sehingga Paten berbeda dengan
Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP unsur-unsur pelayanan disatukan dalam
satu kantor, sedangkan Paten administrasinya yang disatukan pada kantor Camat, sehingga
Paten harus didasarkan pada adanya Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Dari Bupati Kepada Capat. Sehingga masyarakat untuk mendapatkan beberapa
izin hanya berurusan secara terpadu pada satu kantor Camat. Program Paten ini, di Kecamatan
Sungai Mandau dilakukan Inovasi pelayanan dengan sistem Paten on The Road, dalam hal ini
Mobil Dinas Camat dimodifikasi jadi mobil pelayanan Paten, sehingga mobil setiap hari
berkeliling ke desa-desa untuk melakukan pelayanan sesuai dengan simpul-simpul yang telah
ditetapkan oleh pemerintah kecamatan. Sehingga dengan Paten on The Road ini masyarakat
yang membutuhka pelayanan tidak perlu lagi datang ke Kantor Camat, akan tetapi cukup
menunggu di Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya dapat
mengurangi biaya pelayanan dari masyarakat, karena masyarakat tidak perlu lagi
mengeluarkan biaya transportasi.

b. Zero Compliant

Zero Compliant merupakan suatu inovasi pelayanan dilakukan oleh Camat Sungai
Mandau bersama seluruh pegawai kantor Camat, Program zero compliant ini maksudnya
pegawai kantor camat harus melakukan pelayanan secara maksimal, karena kalau ada 1 (satu)
saja komlain dari masyarakat maka seluruh pegawai akan dikenakan denda yang telah
disepakati bersama. Begitu juga sebaliknya apabila tidak ada komplain dari masyarakat (zero
compliant) dalam pelayanan di kantor camat tersebut, maka seluruh masyarakat akan diberikan
apresiasi oleh camat pada akhir tahun dlam bentuk melakukan studi banding ke berbagai daerah
tujuan. Inovasi pelayanan zero compliant ini pada hakekatnya memberikan motivasi kepada
seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan secara makasimal dengan mengusahakan tidak
ada komplain dari masyarakat pada saat menerima pelayanan di Kecamatan.

c. Gerimis Senja (Gerakan Mengurangi Kemiskinan)

Gerimis Senja merupakan suatu inovasi pelayanan yang dibuat oleh Camat berserta
seluruh pegawai kantor Camat Sungai Mandau, Gerimis Senja merupkan akronim Gerakan
Mengurangi Kemiskinan, dalam hal ini Camat beserta seluruh pegawai dan masyarakat di
Kecamatan Sungai Mandau mengumpulkan sedekah dan infak untuk diberikan kepada
keluarga miskin yang ada di Kecamatan Mandau, bantuan ini diberikan setiap hari jumat oleh
Camat beserta seluruh pegawai ke desa-desa yang ada keluarga miskinnya. Sehingga program
ini membantu mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sungai Mandau dengan dana yang
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bersumber dari masyarakat dan pegawai kantor camat bukan beraal dari dana pemerintah
APBN atau APBD. Ini tentunya inovasi dari sisi membantu beban pemerintah dalam
mengurangi keluarga miskin di Kecamatan Sungai Mandau.

d. Informasi Android Melalui Online Informasi Pertanahan

Informasi Android melalui online informasi pertanahan merupakan suatu inovasi
pelayanan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan Sungai Mandau untuk membantu
pengelolaan dan pengurangan konflik pertanahan, melalui sistem ini dengan mudah dapat
diketahui tentang keberadaan dan kepemilikan tanah di wilayah kecamatan Sungai Mandau.
Sehingga dengan membuka webb online pertanahan ini, maka semua informasi tentang
pertanahan dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat. Hal lainnya juga dengan sistem
ini, Camat juga dapat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan informasi apabila pelayanan
pengurusan pertanahan dan apabila ada muncul konflik pertanahan di wilayah Kecamatan
Sungai Mandau.

3. Inovasi Pelayanan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

a. SIPATEN GUWA (Sistem Inovasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Gunung Toar What Apps).

SIPATEN GUWA merupakan akronim dari Sistem Inovasi Pelayanan Terpadu
Kecamatan Gunung Toar What Apps, yang merupakan suatu inovasi pelayanan yang dibuat
oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN), sehingga masyarakat dapat menggunakan aplikasi What Apps untuk
melakukan pengurusan surat menyurat di Kantor Camat, dan masyarakat cukup dari rumah saja
menggunakan aplikasi What Apps tanpa harus datang langsung ke Kantor Camat, inovasi
pelayanan ini tentu dapat lebih mempercepat, mempermurah pelayanan publik di kantor Camat
Gunung Toar.

b. AJAK (Antar Jemput Akte Kelahiran)

AJAK merupakan akronim dari Antar Jemput Akte Kelahiran dan merupakan suatu
inovasi pelayanan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan Gunung Toar untuk meningkatkan
kualitas pelayanan di Kecamatan Gunung Toar. Inovasi pelayanan AJAK ini dalam bentuk
program yang dibuat oleh pemerintah kecamatan dengan menyiapkan sepeda motor khusus
untuk menjemput persyaratan masyarakat yang baru melahirkan anak untuk mengurus Akte
Kelahiran dan juga mengantar Akte Kelahiran yang sudah selesai kerumah masyarakat.
Sehingga dalam pelayanan akte kelahiran masyarakat cukup menunggu dirumah dengan
menyiapkan persyaratan dan Akte Kelahiran juga dapat selesai dalam waktu 1 hari dan diterima
langsung oleh masyarakat di rumah yang diantar oleh petugas kantor Camat dengan
menggunakan Sepeda Motor yang sudah dimodifikasi dan diberi tulisan AJAK di sepeda motor
tersebut.

c. SIPATEN MAWAR (Sistem Inovasi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan Menyapa Warga)

SIPATEN MAWAR merupakan akronim dari Sistem Inovasi Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Menyapa Warga dan merupakan suatu inovasi pelayanan yang dibuat oleh
Pemerintah Kecamatan Gunung Toar dalam bentuk pelayanan PATEN keliling dengan
menggunakan Mobil Camat yang sudah dimodikasi khusus dan sudah diberi bacaan SIPATEN
MAWAR di mobil operasional Camat tersebut. Mobil SIPATEN MAWAR ini berkeliling ke
desa-desa untuk memberikan pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan sesuai dengan jadwal
yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kecamatan, sehingga masyaeakat cukup
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menunggu di desa masing-masing untuk mendapatkan pelayanan PATEN dari pemerintah
Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

d. Gerakan Geliat Kampung (Gerakan Lestari Alam Terpadu Komunitas Peduli

Sungai dan Lingkungan)

Gerakan Geliat Kampung merupakan akronim dari Gerakan Lestari Alam Terpadu
Komunitas Peduli Sungai dan Lingkungan, Gerakan Geliat Kampunf suatu inovasi pelayanan
di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk kepedulian pemerintah
kecamatan Gunung Toar terhadap kebersihan Sungai dan Lingkungan yang ada di Kecamatan
Gunung Toar. Pemerintah Kecamatan bersama-sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, LSM Peduli Sumgai dan Lingkungan serta masyarakat secara bersama-
sama secara rutin dan terencana melakukan pembersihan sungai dan lingkungan sekitarnya
secara bersama-sama bergotongroyong rutin setiap bulannya untuk membersihkan Sungai dan
lingkungan sekitarnya dari sampah dan barang-barang bekasnya yang mengalir sungai dalam
hal ini Sungai Kuantan, serta menanam pohon disepanjang sungai Petapahan.

e. Gunung Toar BISA (Bersih, Inovatif, Sinergitas dan Agamis)

Gunung Toar BISA merupakan akronim dan kata Bersih, Inovatif, Sinergitas dan
Agamis merupakan suatu inovatif pelayanan di Kecamatan Gunung Toar yang sebagai motto
pelayanan Paten di Kecamatan Gunung Toar. Dengan motto pelayanan Gunung Toar BISA ini
diharapkan seluruh pegawai kantor Camat Gunung Toar untuk melaksanakan pelayanan
dengan memperhatikan kebersihan kantor dan lingkungan, membuat inovasi-inovasi baru
dalam pelayanan publik, dan bersinergitas dengan institusi pemerintahan lainnya di Kabupaten
Kuantan Singingi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan nilai-
nilai agama dalam penyelenggaraan pelayanan di Kantor Camat Gunung Toar. Dengan Motto
pelayanan Gunung Toar BISA ini diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Camat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Camat Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

f. Camat Berkantor di Desa

Bentuk inovasi pelayanan lainnya di lakukan oleh Camat Gunung Toar adalah
berkantor di desa, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Camat satu hari dalam
satu minggu berkantor di salah satu desa yang ada diwilayah kecamatan Gunung Toar dan
bergilir setiap minggunya pada setiap desa. Inovasi pelayanan dalam bentuk Camat berkantor
di Desa ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
serta lebih mengefektifkan pelaksanaan pengawasan di Kecamatan Gunung Toar, karena
Camat dapat secara langsung berkomunikasi dengan masyarakt untuk mendapatkan informasi-
informasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunn
serta pengawasan setian perizinan-perizinan yang telah dikeluarakan oleh pemerintah
kabupaten dan pemerintah kecamatan.

g. Kamis Bersepeda

Kamis bersepeda merupakan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Camat Gunung
Toar di bidang kesehatan, karena melalui bersepeda bersama masyarakat akan dapat
meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena setiap hari Kamis Camat bersama dengan
Unsur pimpinan kecamatan, Pegawai kantor Camat, seluruh ASN di Wilayah Kecamatan
Gunung Toar serta masyarakat di Kecamatan Toar secara bersama-sama bersepeda
mengelilingi kecamatan Gunung Toar. Dengan kegiatan Kamis bersepeda ini selain untuk
meningkat kesehatan masyarakat dan ASN Kantor Camat Gunung Toar, dalam hal ini Camat
bersama masyarakat dapat melihat-lihat wilayanya, sehingga apabila ada masalah yang
dijumpai Camat dapat dengan cepat mencarikan solusinya.
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4. Inovasi Pelayanan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

a. Gerai Pelayanan Publik (GPP)

Gerai Pelayanan Publik atau disingkat dengan GPP ini merupakan suatu inovasi
pelayanan dibuat oleh pemerintah Kecamatan Rambah Hilir untuk meningkatkan pelayanan
publik dan menyukseskan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
di Kecamatan Rambah Hilir. Gerai Pelayanan Publik (GPP) ini dalam bentuk menyiapkan
suatu ruangan khusus yang luas dan memenuhi syarat untuk pelaksanaan PATEN serta cukup
representarif untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Gerai Pelayanan Publik (GPP)
Kecamatan Rambah Hilir ini telah diresmikan oleh Bupati Rokan Hilir pada tahun 2019 yang
lalu. Gerai Pelayanan Publik (GPP) ini memiliki ruang pelayanan yang cukup megah sehingga
dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam proses pelayanan.

b. Pelayanan Jasa Keuangan On-Line
Program Pelayanan Jasa Keuangan On-Line merupakan inovasi pelayanan yang dibuat
oleh Pemerintah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hilir untuk melayani pembayaran
jasa keuangan secara on-line. Sehingga masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini dalan
transaksi jasa keuangan di Kecamatan Rambah Hilir. Sehingga Pelayanan Jasa Keuangan On-
Line ini dapar memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih aman kepada masyarakat
pengguna jasa keuangan di wilayah Kecamatan Rambah Hilir Rokan Hulu.

c. Jasa Pelayanan Keuangan Tunai (POSPAY)

POSPAY merupakan inovasi pelayanan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan
Rambah Hilir dalam melayani jasa pelayanan Tunai. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah
Kecamatan Rambah Hilir ini dengan menggandeng PT. POS Indonesia cabang Rokan Hulu.
Melalui Program POSPAY ini diharapkan masyarakat pengguna jasa pelayanan keuangan
tunai di Kecamatan Rambah Hilir dapat dengan lebih cepat, efisien dan aman dalam memenuhi
kebutuhan pelayanan keuangan Tunai.

5. Hambatan Dalam Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kecamatan di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil analisis jawaban informan yang selanjutnya diperkuat dengan hasil
observasi peneliti lakukan di lapangan berkaitan pelaksanaan inovasi pelayanan publik pada
Pemerintah Daerah Provinsi Riau, adapun yang menjadi factor penghambat sebagai berikut:

1. Inovasi pelayanan yang sudah dibuat oleh pemerintah kecamatan di Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan Singing dan Kabupaten Rokan Hulu belum diikuti dengan
kemampuangan jaringan yang maksimal, sehingga berbagai program inovasi pelayanan
di tingkat kecamatan yang menggunakan peralatan Informasi Teknologi (IT) pada
umumnya banyak bermasalah pada jaringan internet yang kurang, sehingga pelayanan
secara on line banyak yang belum bisa dimanfaatkan.

2. Masih rendahnya kemampuan Pegawai Kantor Camat dalam mengoperasionalkan
peralatan yang digunakan pada berbagai program inovasi pelayanan yang
menggunakan peralatan 1T, sehingga pelayanan juga menjadi lambat dikarenakan
kemampuan pegawai kantor camat yang masih rendah dalam operasionalkan program
inovasi pelayana. Begitu juga terkait dengan perawatan peralatan 1T yang digunakan di
kantor Camat, sehingga apabila peralatan tersebut ada yang bermasalah apalagi rusak
maka tidak ada pegawai yang bisa memperbaiki peralatan tersebut.

3. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi inovasi
pelayanan yang bersifat on-line. Sehingga sebahagian masyarakat juga harus meminta
bantuan kepada pegawai untuk memandu penggunaan peralatan inovasi pelayanan di
kantor Camat.
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Kesimpulan

Inovasi pelayanan di Provinsi Riau, khususnya di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten
Siak, Kecamatan Gunung Toar di Kabupaten Kuantan Singingi serta di Kecamatan Rambah
Hilir Kabupaten Rokan Hulu telah dibuat oleh masing-masing pemerintah Kecamatan dengan
program dan bentuk yang berbeda-beda satu sama lainnya. Pada umumnya inovasi pelayanan
di kecamatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Faktor
Penghambat dari inovasi pelayanan kecamatan di Provinsi Riau diantaranya adalah Jaringan
Internet yang belum maksimal di setiap wilayah kecamatan, Kualitas Pegawai kecamatan
dalam pemanfaatan peralatan IT yang masih rendah sehingga cukup berpengaruh terhadap
pelaksanaan berbagai inovasi pelatanan kecamatan tersebut. Serta masih rendahnya
kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi inovasi pelayanan yang menggunakan
internat atau on line, khususnya generasi tua sehingga program-program inovasi pelayanan
kecamatan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
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